PENGUMUMAN, PERATURAN PEMERINTAH

 PEDOMAN UMUM '?
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI KEHUTANAN

(Peraturan Menteri Kehutanan Republik !hddnesia

Nomor :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
'MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15
‘Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, -ahtara lain diatur tentang*langkah-
langkah koordinasi secara ter;padu lintas pelaku
dalam penyiapan perumusan dan penyelengga-
raan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
bahwa da[ar‘n rangka mempercepat penanggulan-
gan kemiskinan dan perlﬁasan kesempatan kerja
bagi masyarakat. yang berada di dalam dan di
sekitar kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung
dan Hutan Konselrvasi, Kementerian Kehutanan
melaksanakan Program 'Nasic;nal I-’emberda'yaan
Masyarakat Mandiri Kehutanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf 'a dan huruf b pérlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pe-

doman Umum Program Nasional Pemberdayaan

~ Masyarakat Mandiri Kéhutanan.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1990 (BN No.
5000 hal. 11B-12B) tentang Konservasi Sumber

Daya Alam'Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
]

P.16/Menhut- lI12011 tanggal 14 Maret 2011).

49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)

.Undang—UndanQ Nomor 41 Tahun 1999 (BN No.

6400 hal. 1B-8B) tentang Kehutanan (Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No-

"mor 167, dan Tambahan Lembaran Negara No-

mor 3888), sebagaimana ‘telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Ten-
~tang Penetapan Peraturan Pemeri_n"cah Pengganti
Undéng—U‘ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang l'\lornor 41 Ta-
hun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lgs:mbarah Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor .86, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4412):

.. Peraturan Pemerintah Nomor "32 Tahun 1998

tentang Pembinaan dan Fengembangan Usaha
Kécil {L;mbaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Nega-
ra Republlk Indonesia Nomor 3743}

Peraturan Pemerlntah Nomor 68 Tahun 1998
tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pele-
starian Alam-{Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Nomor 3776}

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (BN .

No. 7487 hal. 728-16‘8) tentang Tata Hutan dan

" Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

. Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Repub
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PENGUMUM AN/ PERATURAN PEMERINTAH

. \' . . -
lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambah-

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

‘4696), sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 {Lem-

baran Negara Republik Indonesié Tahun 2008

‘Nomor 16,"Tambahan Lembaran-Negara Republik

Indonesia Nomor 4814);

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 teﬁtang
Percepatan Pelaksanae;n Prioritas- Pembangunan
Nasional Tahun 2010;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Berkgadi!an;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Men-
hut—iIIZO!O tentang Organisasi dan Tata kerj.a
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Tahun

- 2010 Nomor 405);

" MEMUTUSKAN :
Menetapkan : 7 ‘
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PE-
DOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBER-
DAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KEHUTANAN.

Pasal 1
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Kehutanan dilaksanakan sesuai pedo-

man umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran

‘Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 mengatur secara umum hal-hal yang berkaitan den-

gAan. penyelenggaraan PNPM Méndiri Kehutanan dan
merupakan acuan bagi instansi pemerintah pusat,
p:emerintah daerah, Unit 'Pelaksana Teknis Kementeri-
an Kehutanan, dan ;I)ihak lain yang terlibat serta'ma-
syarakat yang be_rada di dalam dan di seklitar kawas‘an
Hutan Produksi,' Hutan Lindung dan Hutan Konservasi

dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan.

I;’asal 3
. .Pgraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
‘Agar setiap orang menge:cahuinya, Peraturan’
Menteri-Kerh;Jtanan ini diundangkar;a dengan penempa- ‘

tannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. .

Ditetapkan di Jakartla
Pada tanggal 14 Maret 2011
.MENTER‘[ KEHUTANAN
REPUBLIK .INDONESIA,

tud. '
© ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
B Pada tanggal 16 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 150

{BN}
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